
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta  
meningkatnya kualitas pelayanan publik

IK: % Peningkatan Indeks RB General

% Peningkatan Indeks RB Tematik

Meningkatnya Kinerja Kebijakan Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

IK: Capaian Kinerja bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan 

daerah

IK: Nilai LPPD

Meningkatnya administrasi tata 
pemerintahan yang baik

IK: Persentase administrasi tata 
pemerintahan yang baik

Tersedianya laporan 
penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 
tepat waktu

IK: % IKK yang dilaporkan

Terlaksananya 
penyusunan laporan 
standar pelayanan 

minimal

IK: % indikator laporan 
penerapan SPM yang 

dilaporkan tepat waktu

Terlaksananya penegasan 
batas kelurahan dan 

kecamatan

IK: % segmen batas 
wilayah Kab. Semarang 

yang ditegaskan Terlaksananya fasiltasi 
penetapan batas wilayah

IK: Jumlah dokumen Batas 
Wilayah

Terlaksananya penyusunan 
Laporan Kinerja 

Pertanggungjawaban

IK: Jumlah dokumen  LKPJ

Crosscut:

Meningkatnya koordinasi 
penyusunan LPPD

IK: % perangkat daerah 
yang menyampaikan data 

LPPD tepat waktu dan 
sesuai ketentuan

Bapperida, Inspektorat, 
Seluruh OPD

Crosscut:

Meningkatnya koordinasi 
dan pengendalian 
penyusunan LKPJ

IK: % data dan substansi 
LKPJ yang terkoordinasi 
dan telah direviu sesuai 

ketentuan

Bapperida, Inspektorat

Terlaksananya pembinaan 
kecamatan dan kelurahan

IK: Jumlah Kecamatan dan 
keluaran yang dilakukan 

pembinaan

Meningkatnya kualitas 
kerjasama daerah

IK: % kerjasama yang 
ditindaklanjuti

Terlaksanaanya fasiliatsi 
kerjasama daerah

IK: Jumlah dokumen 
kerjasama

Terlaksananya evaluasi 
pelaksanaa kerjasama

IK. Jumlah dokumen 
kerjasama yang dilakukan 

monev

Meningkatnya kebijakan evaluasi dan capaian 
kinerja terkait kesejahteraan rakyat

IK:  % Hasil Kajian/Evaluasi kesejahteraan 
rakyat yang disusun

Fasilitasi kegiatan 
keagamanan

IK: %  capaian pelaksanaan 
kegiatan keagamaan

Terlaksanannya fasilitasi 
kegiatan keagamaan

IK : jumlah kegiatan

Terlaksananya kaji telaah 
analisis hibah 

IK: % hasil kajian /analis 
hibah  yang dilaksanakan

Crosscut:

Meningkatnya koordinasi 
pelaksanaan hibah 

keagamaan

IK: % pelaksanaan hibah  
keagamaan yang 

dilaksanakan

Kementerian Agama, 
BKUD, Inspektorat, 

Kecamatan 

Meningkatnya implementasi 
capaian kinerja kesejahteraan 

sosial

IK: % implementasi capaian 
kinerja kesra sesuai ketentuan

Terselenggaranya capaian 
kinerja kesejahteraan 

sosial

IK: % capaian kinerja 
kegiatan sosial yang 

dilaksanakan

Terselenggaranya capaian 
kinerja hibah,bansos

IK: % capaian kinerja 
hibah,bansos yang 

dilaksanakan

Crosscut:

Meningkatnya koordinasi 
pelaksanaan hibah, 

bansos

IK: % pelaksanaan hibah 
dan bansos yang 

dilaksanakan

Dinas Sosial, Bapperida, 
Inspektorat, BKUD

Meningkatnya evaluasi dan 
capaian kinerja  terkait 
kesejahteraan rakyat

IK : Jumlah pelaporan monev 
sesuai ketentuan

Terselenggaranya kinerja 
kesejahteraan masyarakat

IK : Jumlah Kegiatan 
kesejahteraan masyarakat

Terselenggaranya pelaporan 
monitoring dan evaluasi 

hibah,bansos yang 
dilaksanakan

IK: Jumlah 
pelaporan,monitoring dan 
evaluasi hibah,bansos yang 

dilaksanakan

Meningkatnya kualitas kebijakan dan 
Reformasi Hukum

IK: Indeks Kualitas Kebijakan

IK: Indeks Reformasi Hukum

Meningkatnya penegakan supremasi 
hukum dan implementasi kebijakan

IK :  Persentase Penanganan perkara 
hukum

Terlaksananya fasilitasi 
bantuan hukum

IK: Jumlah Penanganan 
perkara litigasi dan non 

litigasi

Meningkatnya produk hukum 
daerah yang sesuai dengan 

ketentuan

IK: % Produk Hukum yang 
ditetapkan

Terlaksananya  fasilitasi 
produk hukum daerah

IK: Jumlah Pengajuan 
Fasilitasi Produk hukum 

daerah

Terlaksananya 
harmonisasi produk 

hukum daerah 

IK: Jumlah Permohonan 
harmonisasi produk 

hukum daerah

Crosscut :

Meningkatnya upaya 
penyusunan Raperda yang 

diinisiasi oleh DPRD

IK: Jumlah Raperda 
inisiatif DPRD

Sekretariat DPRD

Crosscut :

Meningkatnya koordinasi 
harmonisasi regulasi 

produk hukum

IK: % Persentase produk 
hukum daerah yang telah 

diharmonisasi

Kementerian Hukum dan 
HAM

Meningkatnya pendokumentasian dan 
informasi hukum yang sistematis dan 

terintegrasi

IK: % Produk hukum yang tersedia di 
JDIH

Terlaksananya 
pendokumentasian  dan 
informasi hukum melalui 

JDIH

IK: Predikat Pengelolaan 
JDIH

Terlaksananya sosialisasi 
peratiuran perundang-

undangan dalam rangka 
peningkatan kesdaran 

hukum

IK: Jumlah peserta 
Sosialiasi produk hukum 

daerah

Meningkatnya kinerja kebijakan Bidang 
Perekonomian dan Pembangunan

IK: Capaian Kinerja bidang Perekonomian 
dan Pembangunan

Meningkatnya kualitas kebijakan 
perekonomian dan Sumber Daya Alam

IK: % kualitas kebijakan perekonomian 
dan SDA yang 

Meningkatnya tindak lanjut hasil fasilitasi 
kebijakan Perekonomian dan SDA

IK: % hasil tindak lanjut Fasilitasi Kebijakan 
Perekonomian dan SDA

Terlaksananya monev DBHCHT

IK: Jumlah Dokumen DBHCHT 
hasil pemantauan dan Evaluasi

Crosscut :

Terlaksananya koordinasi 
monev DBHCT

IK: % program/kegiatan 
DBHCHT yang dimonitor dan 

dievaluasi

DJPK, Biro Isda Setda Provinsi 
Jawa Tengah, BKUD, 

Bapperida, DinKes, DinSos, 
Diskumperindag, 

Dispertanikap, Disnaker, 
Satpol PP

Terlaksananya pengawasan dan 
pelaporan pemberdayaan usaha sektor 

mikro dan kecil

IK: Jumlah monev pelatihan bagi pelaku 
usaha sektor mikro  dan kecil 

Crosscut:

Terlaksananya koordinasi 
monev pemberdayaan usaha 

mikro dan kecil

IK: % program/kegiatan
pemberdayaan usaha mikro

dan kecil yang dimonitor dan 
dievaluasi sesuai ketentuan

BKUD, Diskumperindag

Crosscut:

Meningkatnya koordinasi dan 
sinergi TPID Kabupaten 

Semarang

IK: Jumlah dokumen hasil 
evaluasi pengendalian inflasi

Tim TPID

Terlaksananya monev Kebijakan 
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan 

Perikanan

IK. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan 

Urusan Pertanian, Pangan,

Crosscut:

Terlaksananya koordinasi 
monev Kebijakan 

Pertanian, Kehutananan, 
Kelautan, dan Perikanan

IK: Persentase 
kebijakan/program yang 
dimonitor dan dievaluasi 

sesuai ketentuan

Dispertanikap, DLH, 
Baperida, BKUD

Terlaksananya monev Kebijakan 
Pertambangan dan Lingkungan Hidup

IK.  Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Evaluasi Kebijakan Urusan 
Pertambangan dan Sumber Daya 

Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, 
Perhubungan, Statistik, Persandian

Crosscut:

Terlaksananya koordinasi 
monev Kebijakan 

Pertambangan dan 
Lingkungan Hidup

IK: Persentase 
kebijakan/program yang 
dimonitor dan dievaluasi 

sesuai ketentuan

Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jawa Tengah, 
DLH, Baperida, BKUD, BPS, 

Inspektorat

Meningkatnya tindaklanjut evaluasi 
kinerja BUMD

IK: % Evaluasi Kinerja BUMD yang 
ditindak lanjuti 

Crosscut:

Meningkatnya fasilitasi dan 
koordinasi  BUMD/BLUD

IK: Jumlah dokumen hasil 
fasilitasi dan koordinasi 

pengelolaan BUMD/BLUD

BPD Jateng, BPR/BKK Jateng, 
Biro perekonomian Setda 

Provinsi

Terlaksananya evaluasi pengelolaan 
BUMD/BLUD

IK: Jumlah dokumen pengelolaan 
BUMD?BLUD yang dievaluasi

Crosscut:

Terlaksananya koordinasi 
evaluasi pengelolaan 

BUMD/BLUD

IK: Persentase 
kebijakan/program yang 

dimonitor dan dievaluasi sesuai 
ketentuan

BPD Jateng, BPR/BKK Jateng, 
Biro perekonomian Setda 

Provinsi

Meningkatnya kualitas kebijakan 
administrasi pembangunan 

IK:  %Kebijakan Administrasi 
Pembangunan sesuai ketentuan

Meningkatnya capaian pelaksanaan 
pembangunan

IK: % capaian output pelaksanaan 
pembangunan

Terlaksananya pengendalian 
pembangunan

IK: Jumlah laporan hasil 
pengendalian pembangunan

Terlaksananya monev dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan

IK: Jumlah kegian monev dan 
pelaporan pelaksnaan pemabngunan

Meningkatnya kualitas tata kelola 
pengadaan barang/jasa

IK: Indeks tata kelola pengadaan

Meningkatnya layanan digitalisasi 
pengadaan barang/jasa

IK: prosentase pemanfaatan sistem 
pengadaan barang/jasa

Terlaksanaya tertib administrasi 
pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa

IK: Jumlah dokumen hasil 
pengadaan barang/jasa yang 

telah diselesaikan

Terlaksananya monev kienrja 
UKPBJ

IK: laporan monev UKPBJ

IK. kegiatan peningkatan 
kompetensi personik UKPBJ

Meningkatnya sistem layanan 
pengadaan secara elektronik

IK: %prosentase penggunna layanan 
pengadaan secara elektronik

Terlaksananya unit pelayanan 
pengadaan secara elektronik

IK: Jumlah dokumen paket 
pengadaan 

Terlaksananya pengembangan 
sistem pengadaan secara 

elektronik

IK. Prosenatse peningkatan 
pengembangan sistem 

Meningkatnya kualitas dan 
kompetensi SDM PBJ

IK: % SDM PBJ sesuai standar

Terlaksananya proses 
pembinaan SDM 

IK. jumlah peserta yang 
mengikuti bintek

Crosscut:

Terlaksananya koordinasi 
dalam pembinaan kompetensi 
SDM melalui bimbingan teknis

IK: Jumlah peserta yang 
mengikuti bimtek

BKPSDM

Terlaksananya identifikasi 
risiko dan rencana tindak 

pengendalian 

IK: Jumlah dokumen resikoko 
yang dilaksanakan

Meningkatnya kinerja kebijakan Bidang 
Administrasi Umum

IK: Capaian Kinerja bidang Administrasi Umum

Meningkatnya kualitas Manajemen 
Kinerja

IK: Nilai SAKIP

Meningkatnya kualitas layanan publik

IK: SKM

IK: IPP

IK: Tingkat kepatuhan layanan publik

Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi 
SKM

IK: Presentase Perangkat daerah 
menindaklanjuti Rekomendasi SKM

Terlaksananya monev SKM

IK: Jumlah dokumen hasil Monev 
SKM

Meningkatnya ketepatan standar layanan publik 
perangkat daerah

IK: % perangkat daerah dengan standar layanan 
publik sesuai ketentuan

Terlaksananya penyusunan SP dan 
SOP Pelayanan publik

IK: Jumlah perangkat daerah yang 
menyusun SP dan SOP dengan baik

Terlaksananya review SOP dan SP 
Pelayanan Publik

IK: Jumlah Perangkat Daerah dengan 
SP dan SOP yang direviu sesuai 

dengan ketentuan

Terlaksananya monev inovasi dan 
pelayanan publik

IK: Jumlah dokumen laporan hasil 
monev pelayanan publik

Terlaksananya penyusunan 
dokumen tata laksana

IK: Jumlah dokumen tata laksana

Terlaksananya monev dokumen tata 
laksana yang sesuai ketentuan

IK: Jumlah dokumen laporan hasil 
monev tata laksana yang sesuai 

ketentuan

Crosscut:

Meningkatnya kualitas Penyusunan 
Standar Pelayanan dan SOP 

Perangkat Daerah

melakukan asistensi teknis kepada 
Perangkat Daerah dalam 

penyusunan SP dan SOP yang 
memnuhi unsur wajib

IK: Jumlah Perangkat Daerah yang 
disupervisi

Seluruh Perangkat Daerah 
Penyelenggara Pelayanan Publik dan 

Ombudsman RI

Meningkatnya kualitas komponen pelaporan kinerja 
dan pengukuran kinerja pada SAKIP

IK:  Nilai komponen pelaporan kinerja

Nilai komponen pengukuran kinerja

Meningkatnya penataaan kelembagaan 
berbasis kinerja

IK:  Nilai kematangan organisasi perangkat 
daerah

Terlaksananya penyusunan ANJAB dan ABK

IK: Jumlah Perangkat daerah yang menyusun 
ANJAB ABK sesuai ketentuan

Crosscut:

Terlaksananya koordinasi  
dan fasilitasi penyusunan 

ANJAB dan ABK

IK: Jumlah perangkat daerah 
yang menyusun ANJAB ABK 

sesuai ketentuan

Seluruh PD

Terlaksananya Evaluasi 
kelembagaan

IK: jumlah Dokumen hasil 
evaluasi kelembagaan

Tersusunnya proses bisnis 
perangkat daerah

IK: Jumlah Probis Perangkat 
daerah

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja PD

IK: Jumlah Perangkat daerah yang nilai 
komponen pelaporan SAKIP minimal 12

Tersusunnya proses bisnis 
perangkat daerah

IK: Jumlah Probis Perangkat 
daerah

Tersusunya laporan kinerja 
kabupaten

IK: Jumlah LKjIP Kabupaten 
yang tersusun

Crosscut:

Terlaksananya koordinasi  
dan fasilitasi penyusunan 

LKjIP

IK: Jumlah LKjIP Kabupaten 
yang tersusun

Seluruh PD

Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja PD

IK: Jumlah Perangkat daerah yang nilai komponen 
pengukuran SAKIP minimal 21

Terlaksananya koordinasi dan 
fasilitasi peningkatan kinerja

IK: Jumlah dokumen koordinasi 
dan fasilitasi 

Terlaksananya monitoring 
pengukuran kinerja perangkat 

daerah

IK: Jumlah dokumen pengukuran 
kinerja

Terlaksananya Penilaian Kinerja 
Organisasi 

IK : JumlahPerangkat Daerah yang 
keluar predikatnya

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Publik Lingkup Setda

IK : IKM Setda

Meningkatnya kualitas akuntabilitas 
kinerja setda

IK: Nilai AKIP Setda

Meningkatnya kualitas dan pelaporan keuangan setda

IK Persentase laporan keuangan setda yang disusun 
sesuai SAP 

IK: % pelaporan evaluasi  kinerja yang sesuai standar

Terlaksananya kegiatan penatausahaan 
keuangan 

IK: % Perencanaan kinerja yang disusun 
sesuai SAP

Tersedianya dokumen laporan 
keuangan

IK: Jumlah Dokumen Laporan keuangan 
Setda 

Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja 
setda

IK: % Perencanaan kinerja yang disusun 
sesuai Selaras

Tersedianya dokumen 
perencanaan kinerja 

IK: Jumlah dokumen 
perencanaan kinerja setda

Tersedianya dokumen 
evaluasi kinerja PDI

IK. Jumlah dokumen 
evaluasi kinerja 

Meningkatnya kualitas pelayanan 
internal setda 

IK: Hasil SKM Setda

Meningkatnya ketetapan/kecepatan 
pelayanan setda 

IK: Persentase pelayanan setda yang 
dilaksanakan sesuai SOP dan SP

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi  
kesekretariat Daerah

IK: Jumlah layanan Koordinasi dan 
fasilitasi kesekretariatan daerah

Terlaksananya SKM Pelayanan 
administrasi perkantoran 

IK: Jumlah layanan adminitrasi 
perkantoran

Terlaksananya  layanan gaji dan 
tunjangan ASN

IK: Jumlah pegawai pegawai yang 
menerima gaji dan tunjangan

Terlaksananya layanan adminitrasi 
kepegawaian

IK : Jumlah Layanan Administrasi 
Kepegawaian 

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 
lingkup setda

IK: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 
Setda

Terpenuhinya kebutuhan sarana 
dan prasarana lingkup setda 

IK: Jumlah pengadaan sarana 
dan prasarana

IK: Jumlah Kegiatan 
Pemeliharaan BMD setda

Terpenuhinya kebutuhan rumah 
TSekretariat Daerah

IK. Jumlah paket kebutuhan rumah 
Tangga sekretariat Daerah 

Meningkatnya kualitas manajemen 
penatausahaan BMD Setda 

IK: Persentase penatausahaan dan 
laporan BMD Setda

Terlaksananya perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah

IK: Jumlah Kegiatan monev 
penatausahaan BMD Setda

Tersedianya dokumen 
pengamanan barang milik daerah

IK: Jumlah dokumen laporan BMD 
lingkup Setda

Meningkatnya pelayanan  
KDH/WKDH

IK: % pemenuhan layanan 
KDH/WKDH

Terlaksananya layanan gaji 
tunjangan dan BOP KDH/WKDH

IK: Jumlah orang yang terlayani 
gaji dan tunjangan

Terfasilitasinya pengadaan pakaian 
dinas beserta kelengkapan 

KDH/WKDH

IK: Jumlah paket pengadaan 
pakaian dinas KDH/WKDH

Terfasilitasinya kerumahtanggan 
KDH/WKDH

IK: Jumlah layanan 
kerumahtanggan KDH/WKDH yang 

terfasiltasi

Terlaksananya layanan medical 
check up KDH/WKDH

IK: Jumlah orang yang mengikuti 
Layanan Medical Check up 

KDH/WKDH

Meningkatnya kualitas kegiatan pelayanan protokol 
dan komunikasi pimpinan

IK : % kegiatan keprotokolan dan komunikasi 
pimpinan yang terfasilitasi

Meningkatnya layanan protokoler dan 
komunikasi pimpinan yang terfasilitasi

IK: % Kegiatan protokoler dan komunikasi 
pimpinan yang terfasilitasi sesuai SOP

Terfasilitasinya 
keprotokolan pada 
kegiatan pimpinan

IK: Jumlah laporan 
kegiatan fasilitasi 

keprotokolan

Terfasilitasinya pelayanan 
kedinasan kegiatan 

pimpinan

IK: Jumlah laporan 
pelayanan kedinasan 

kegiatan pimpinan

Terfasilitasi  pelayanan 
tamu pimpinan

IK. JUmlah laporan 
penerimaan pelayanan 

tamu

Meningkatnya layanan publikasi dan 
dokumentasi kegiatan pimpinan

IK: % kegiatan (publik) pimpinan yang 
dipublikasikan

IK: % kegiatan pimpinan yang 
terdokumentasikan

Terlaksananya kegiatan pimpinan 
yang dipublikasikan ke media 

massa

IK: Jumlah laporan kegiatan 
pimpinan yang dipublikasikan ke 

media massa


